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PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA 

NOMOR 22 TAHUN 20202016 

TENTANG 

TATA CARA KERJA SAMA DAERAH DENGAN DAERAH LAIN  

DAN KERJA SAMA DAERAH DENGAN PIHAK KETIGA 

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 

MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA, 

 

 

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 ayat (4), Pasal 

7 ayat (5), Pasal 11 ayat (4), dan Pasal 12 ayat (4) Peraturan 

Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama 

Daerah, perlu menetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri 

tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah dengan Daerah Lain 

dan Kerja Sama Daerah dengan Pihak Ketiga; 

 

Mengingat :  1.  Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik 

Indonesia Tahun 1945; 

  2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang 

Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4916); 

  3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana 

telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-

Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua 
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atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 

4. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang 

Kerja Sama Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2018 Nomor 97, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 6219); 

 

MEMUTUSKAN: 

Menetapkan : PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI TENTANG TATA 

CARA KERJA SAMA DAERAH DENGAN DAERAH LAIN DAN 

KERJA SAMA DAERAH DENGAN PIHAK KETIGA. 

 

BAB I 

KETENTUAN UMUM 

 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan: 

1. Kerja Sama Daerah dengan Daerah Lain yang selanjutnya 

disebut KSDD adalah usaha bersama yang dilakukan 

oleh Daerah dengan Daerah lain dalam rangka 

penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi 

kewenangan Daerah untuk kesejahteraan masyarakat 

dan percepatan pemenuhan pelayanan publik. 

2. Kerja Sama Daerah dengan Pihak Ketiga yang 

selanjutnya disebut KSDPK adalah usaha bersama yang 

dilakukan oleh Daerah dengan Pihak Ketiga dalam 

rangka penyelenggaraan urusan pemerintahan yang 

menjadi kewenangan Daerah, untuk meningkatkan 

kesejahteraan masyarakat dan percepatan pemenuhan 

pelayanan publik. 

3. Kerja Sama Wajib adalah Kerja Sama Daerah dengan 

Daerah lain yang dilaksanakan oleh 2 (dua) atau lebih 

Daerah yang berbatasan, untuk penyelenggaraan urusan 

pemerintahan yang memiliki eksternalitas lintas Daerah 

dan penyediaan layanan publik yang lebih efisien jika 
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dikelola bersama. 

4. Urusan Pemerintahan adalah kekuasaan pemerintahan 

yang menjadi kewenangan Presiden yang pelaksanaannya 

dilakukan oleh Kementerian Negara dan Penyelenggara 

Pemerintahan Daerah untuk melindungi, melayani, 

memberdayakan, dan menyejahterakan masyarakat. 

5. Pemetaan adalah penyusunan data potensi mengenai hal-

hal yang berkaitan dengan perencanaan kegiatan. 

6. Gubernur adalah kepala daerah provinsi sebagai unsur 

Penyelenggara Pemerintahan Daerah Provinsi yang 

memimpin pelaksanaan Urusan Pemerintahanyang 

menjadi kewenangan Daerah Otonom Provinsi. 

7. Bupati/Wali Kota adalah kepala daerah kabupaten/kota 

sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah 

Kabupaten/Kota yang memimpin pelaksanaan Urusan 

Pemerintahanyang menjadi kewenangan Daerah Otonom 

Kabupaten/Kota. 

8. Kepala Daerah adalah Gubernur, Bupati dan Wali Kota. 

9. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya 

disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat 

daerah yang berkedudukan sebagai unsur Penyelenggara 

Pemerintahan Daerah. 

10. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala 

Daerahdan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan 

Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah. 

11. Sekretariat Kerja Sama adalah lembaga di luar Perangkat 

Daerah yang dibentuk untuk melaksanakan Kerja Sama 

Wajib yang dilaksanakan oleh Daerah dengan Daerah 

lain. 

12. Kesepakatan Bersama adalah dokumen kerja sama 

antara Daerah dengan Daerah lain dan/atau Daerah 

dengan Pihak Ketiga, yang berisi kesepakatan yang isinya 

bersifat umum. 

13. Perjanjian Kerja Sama yang selanjutnya disingkat PKS 

adalah dokumen kerja sama antara Daerah dengan 

Daerah lain dan/atau Daerah dengan Pihak Ketiga, yang 

memuat hak dan kewajiban. 
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14. Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia 

yang memegang kekuasaan pemerintahan negara 

Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan 

menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang 

Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 

15. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur 

penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin 

pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi 

kewenangan daerah otonom. 

16. Tim Koordinasi Kerja Sama Daerah yang selanjutnya 

disingkat TKKSD adalah tim yang dibentuk oleh Kepala 

Daerah untuk membantu Kepala Daerah dalam 

menyiapkan kerja sama Daerah. 

17. Pihak Ketiga adalah Perseorangan, badan usaha yang 

berbadan hukum, sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundang-undangan dan organisasi kemasyarakatan, 

baik yang berbadan hukum maupun tidak berbadan 

hukum, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan.  

18. Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan 

yang selanjutnya disebut Sinergi adalah pembagian peran 

dan tanggung jawab antara Pemerintah Pusat dan 

Pemerintah Daerah untuk memastikan bahwa 

perencanaan dan pelaksanaan pembangunan sesuai 

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 

19. Dokumen Kesepakatan Sinergi yang selanjutnya disebut 

Nota Kesepakatan adalah Dokumen yang berisi substansi 

pokok berupa tugas dan tanggung jawab Pemerintah 

Pusat dan Pemerintah Daerah yang bersifat mengikat. 

20. Menteri adalah Menteri yang menyelenggarakan urusan  

pemerintahan dalam negeri. 

 

Pasal 2 

Ruang Lingkup Peraturan Menteri ini mengatur mengenai: 

a. KSDD; 

b. KSDPK; 

c. Naskah Kerja Sama; 
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d. Kelembagaan Kerja Sama Daerah; dan 

e. Dukungan Program Pemerintah Pusat dan Pemerintah 

Daerah. 

 

BAB II 

KERJA SAMA DAERAH DENGAN DAERAH LAIN 

Bagian Kesatu 

Umum 

 

Pasal 3 

(1) KSDD terdiri atas: 

a. Kerja Sama Wajib; dan 

b. Kerja Sama Sukarela. 

(2) Kerja Sama Wajib sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

huruf a meliputi: 

a. kerja sama daerah kabupaten/kota dengan daerah 

kabupaten/kota lain yang berbatasan dalam satu 

wilayah Provinsi; 

b. kerja sama daerah kabupaten/kota dengan daerah 

kabupaten/kota lain yang berbatasan di Provinsi 

yang berbeda;  

c. kerja sama daerah provinsi dengan daerah provinsi 

lain yang berbatasan; dan 

d. kerja sama daerah kabupaten/kota yang berbatasan 

dengan daerah provinsi dalam satu wilayah Provinsi. 

(3) Kerja Sama Sukarela sebagaimana dimaksud pada ayat 

(1) huruf b berupa kerja sama yang dilaksanakan oleh 2 

(dua) atau lebih Daerah yang berbatasan atau tidak 

berbatasan untuk penyelenggaraan Urusan 

Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah namun 

dipandang lebih efektif dan efisien jika dilaksanakan 

dengan bekerja sama. 
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